PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Menimbang:

Mengingat:

p—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum scrta
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan
penvelenggaraan bantuan hukum, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Dacrah Tingkat 1[I dan Korapraja di Sumatera Sclatan
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan:

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248};

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5421);

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3

Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 870);

. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kata Palembang, Sckretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli
Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota
Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2013 Nomor 8};

. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Kota Palembang
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 9), diubah
sebagai berikul;

1. Seluruh frasa “Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana”
dalam Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum diubah menjadi
“Bagian Hukum dan HAM".

2. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

6. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya
disebut Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sekrctariat Daerah Kota
Palembang.

3. Diantara ketentuan Pasal | angka 8 dan angka 9 disisipkan
angka 8a vang berbunyi sebagai berikut:

fa. Pemchon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang
miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi
Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan
permohonan Bantuan Hukum.

4, Ketentuan BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 8 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

{1) Untuk meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Pemerintah Kota melalui Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM) berwenang:

a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan
Hukum dan pemberian Bantuan Hukum yang dijalankan
sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah ini;

b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan
Pemberian Bantuan Hukum; dan

c¢. dihapus.

(2) Dihapus.



h

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Pdlembang

" ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal I Sepiember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT )
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (3/PLG/2014)



